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ABSTRACT

This article looks at the goals and purpose of Law Number 14 of 2005,
which is about teachers and lecturers, and how this law can help improve the
education system in Indonesia. The study uses a qualitative method, which
means it looks at information from books and other documents, as well as
research papers related to this topic. The results show that this law recognizes
teachers and lecturers as professional people with clear standards for their
skills, their rights, what they are expected to do, and the legal support they
should get. Policies like teacher certification and ongoing training have helped
make teachers' jobs better and more respected. But there are still some
problems, like uneven application of the law in different areas, too much
paperwork, and not enough improvement in how well students are learning.
So, it’s important to keep checking how well these policies are working and to
make sure they are carried out properly, so that the law’s goals can help
education in Indonesia improve in a lasting way.
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ABSTRAK

Artikel ini mengulas tujuan dan sasaran dari Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen serta dampaknya terhadap
perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi
pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka yang melibatkan
analisis dokumen mengenai regulasi dan literatur yang relevan. Temuan dari
penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen
mengukuhkan posisi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang
memiliki kriteria kompetensi, hak-hak, kewajiban, serta perlindungan
hukum. Pelaksanaan kebijakan seperti sertifikasi dan pengembangan
profesional berkelanjutan memberikan efek positif pada peningkatan
kesejahteraan dan profesionalisme para pendidik. Kendati demikian,
realisasinya masih  menghadapi berbagai tantangan, termasuk
ketidakseimbangan pelaksanaan di berbagai daerah, beban administratif
yang tinggi, serta belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh
sebab itu, diperlukan penilaian dan penguatan kebijakan secara terus-
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menerus agar visi dan misi dari Undang-Undang Guru dan Dosen dapat
terwujud secara maksimal demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional

Kata kunci: Profesionalisme; Guru; Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana utama untuk menentukan kualitas sumber
daya manusia, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan
nasional.(Negeri and Korespondensi 2024) Sejauh mana sistem pendidikan
mampu menghasilkan siswa yang berpengetahuan, berkarakter, dan
kompetitif sangat menentukan kemajuan suatu negara. Dalam situasi ini,
guru dan dosen adalah pihak penting yang secara langsung menentukan
kualitas proses dan hasil pendidikan. Selain memberikan pengetahuan
kepada siswa, guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk pandangan,
nilai, dan keterampilan siswa agar mereka dapat beradaptasi dengan
perkembangan teknologi, sosial, dan budaya.

Namun, dalam waktu yang cukup lama, profesi guru dan dosen belum
memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai dalam sejarah
pendidikan Indonesia.(Mandalika, Iskandar, and Rosary 2024) Banyak
masalah struktural yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan,
termasuk tingkat kesejahteraan yang rendah, kualifikasi akademik yang tidak
proporsional, pembinaan profesional yang kurang, dan kurangnya jaminan
hukum. Kondisi ini menimbulkan paradoks: di satu sisi, guru dan dosen
diminta untuk menghasilkan lulusan yang unggul, tetapi di sisi lain, mereka
tidak memiliki sistem yang menjamin kesejahteraan dan profesionalisme yang
berkelanjutan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.(Nurfauzin
Fikrial 2025) Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi
kebijakan pendidikan, terutama dengan tujuan memperkuat kedudukan
guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Undang-undang ini mengakui
guru dan dosen sebagai profesi yang memiliki standar kompetensi, kode etik,
hak, dan kewajiban, serta perlindungan hukum.

Fokus dari Undang-Undang Guru dan Dosen adalah menjadi pendidik
yang profesional, bermartabat, dan berperan aktif dalam mencetak generasi
bangsa yang berkualitas.(Penerus 2025) Visi ini kemudian dibagi menjadi
berbagai misi yang mencakup peningkatan kemampuan, pengembangan
karier berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan perlindungan
hukum bagi guru dan dosen. Diharapkan bahwa visi dan misi ini akan
mengubah praktik pendidikan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.
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Undang-Undang Guru dan Dosen menghasilkan berbagai kebijakan
untuk melaksanakannya.(Hidayati and Quddus 2024) Ini termasuk sertifikasi
pendidik, program Pendidikan Profesi Guru, dan berbagai jenis pelatihan dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satu tujuan dari kebijakan
ini adalah untuk memastikan bahwa guru dan dosen memiliki keahlian
pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang cukup. Diharapkan juga
bahwa tenaga pendidik akan lebih sehat dan termotivasi untuk bekerja,
sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran.

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa
implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen belum sepenuhnya berjalan
optimal.(Masithah and Firdausy 2025) Di sejumlah daerah, peningkatan
kesejahteraan guru belum selalu diiringi dengan peningkatan kualitas
pembelajaran secara signifikan. Pencapaian tujuan undang-undang masih
dihambat oleh beban administratif yang tinggi, ketimpangan sarana dan
prasarana pendidikan, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia
antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kenyataan
di lapangan dan gagasan normatif kebijakan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan lebih
mendalam dan kritis tentang visi dan misi Undang-Undang Guru dan
Dosen.(Sainor 2024) Tidak hanya diperlukan pemahaman yang menyeluruh
untuk mengevaluasi seberapa baik undang-undang ini meningkatkan
profesionalisme guru dan dosen, tetapi juga untuk menemukan masalah dan
kelemahan dalam pelaksanaannya. Diharapkan bahwa analisis seperti ini
tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik tetapi juga saran praktis
untuk memperkuat kebijakan pendidikan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk
menyelidiki visi dan misi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, serta bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada
kualitas pendidikan. Pembahasan akan berkonsentrasi pada sejarah undang-
undang, visi dan misi yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana undang-
undang tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan. Oleh karena itu,
tujuan dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan diskusi akademik tentang
kebijakan pendidikan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
peran Undang-Undang Guru dan Dosen dalam pembangunan pendidikan
nasional.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan tipe studi pustaka.
Pemilihan metode ini dilakukan karena tujuan dari penelitian tidak
melakukan pengukuran variabel secara statistik, tetapi lebih kepada
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pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, serta pelaksanaan
kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
terkait Guru dan Dosen.(Barat 2024) Dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menginterpretasikan makna, arah
kebijakan, serta dampak normatif dari undang-undang tersebut dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sumber informasi dalam kajian ini terdiri dari data utama dan data
tambahan. Data utama mencakup dokumen resmi dari Undang-Undang
nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta aturan pendukung
yang terkait.(Fadhli 2025) Di sisi lain, data tambahan dikumpulkan dari
berbagai sumber akademis, seperti artikel dari jurnal nasional yang
terakreditasi, buku-buku ilmiah, temuan riset sebelumnya, dan publikasi
akademik lain yang membahas tentang profesionalisme para pendidik,
sertifikasi para guru, serta kebijakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan
sumber dilakukan dengan teliti dengan mempertimbangkan kesesuaian,
keandalan, dan aktualitas referensi yang digunakan.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian
dokumentasi, yang mencakup identifikasi, pembacaan, dan analisis secara
terstruktur terhadap dokumen hukum serta sumber ilmiah yang relevan
dengan topik penelitian.(Fatimah, Zen, and Fitrisia 2025) Informasi yang
didapat kemudian dicatat, dikelompokkan, dan disaring sesuai dengan
tujuan dari penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan
gambaran menyeluruh mengenai konteks munculnya undang-undang, inti
visi dan misi, serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis.(Manan
and Nasri 2024) Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dengan
langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.(Sarumaha Rohpinus, Harefa Darmawan 2022) Proses reduksi
data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus
penelitian, yang kemudian disusun dalam bentuk narasi yang teratur.
Selanjutnya, kesimpulan diambil dengan mengaitkan temuan penelitian
dengan kerangka teori dan konteks kebijakan pendidikan nasional. Dengan
pendekatan ini, diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang
menyeluruh dan mendalam tentang peran Undang-Undang Guru dan Dosen
dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
merupakan landasan fundamental dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan nasional di Indonesia.(Education 2025) Keberadaan undang-
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undang ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum bagi profesi guru
dan dosen, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan
sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia.(Penelitian 2021) Berdasarkan hasil kajian dalam makalah ini,
diperoleh sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan implementasi visi
dan misi Undang-Undang Guru dan Dosen serta pengaruhnya terhadap
penyelenggaraan pendidikan secara nasional dan berkelanjutan.

1. Hasil Penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen

Salah satu pencapaian utama dari pelaksanaan Undang-Undang Guru
dan Dosen adalah pengakuan secara yuridis terhadap kedudukan guru dan
dosen sebagai tenaga pendidik profesional.(Sains 2022) Pengakuan tersebut
berdampak pada diberlakukannya standar kualifikasi akademik, penguasaan
kompetensi, sertifikasi pendidik, serta kewajiban untuk melakukan
pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Dengan demikian, guru
dan dosen tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana pembelajaran,
melainkan sebagai profesi bermartabat yang memiliki peran strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal.

Selain itu, penerapan undang-undang ini juga berimplikasi pada
peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama melalui pelaksanaan
program sertifikasi. Pemberian tunjangan profesi kepada guru dan dosen
yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi memberikan kesempatan bagi
mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan
berkeadilan.(Sertifikasi et al. 2025) Kondisi ini diharapkan mampu
meningkatkan motivasi kerja serta mendorong tenaga pendidik untuk lebih
fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi
salah satu indikator penting keberhasilan pelaksanaan visi Undang-Undang
Guru dan Dosen.

Dari aspek mutu pendidikan, Undang-Undang Guru dan Dosen turut
mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Guru dan dosen
dituntut untuk memiliki dan mengembangkan kompetensi pedagogik,
profesional, sosial, dan kepribadian secara seimbang.(Teknologi, Dan, and
Jtpp 2025) Tuntutan tersebut memberikan kontribusi terhadap terjadinya
perubahan positif dalam proses pembelajaran, seperti perencanaan
pembelajaran yang lebih terstruktur, penerapan metode pembelajaran yang
lebih variatif, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung
kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Lebih lanjut, implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen juga
memperkuat sistem pembinaan dan pengembangan profesi pendidik. Hal ini
diwujudkan melalui berbagai program, antara lain Pendidikan Profesi Guru
(PPG), pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan karier dosen yang
berlandaskan tridarma perguruan tinggi.(Guru 2024) Kebijakan tersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik terus meningkatkan
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kapasitas dan kompetensi dirinya sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi global.

2. Pembahasan Temuan dan Implementasi Kebijakan

Meskipun Undang-Undang Guru dan Dosen telah menunjukkan
berbagai hasil positif, pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa
pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu
permasalahan utama adalah ketidakmerataan implementasi kebijakan di
berbagai daerah.(Widjaja Gunawan, Wagiman, Yustanti Ersita Dyah, Sijabat
Hertawaty Hotmaria 2025) Di wilayah perkotaan, pelaksanaan sertifikasi,
penyediaan pelatihan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
cenderung lebih memadai dibandingkan dengan daerah terpencil. Kondisi ini
menyebabkan dampak undang-undang terhadap peningkatan kualitas
pendidikan belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa program sertifikasi belum
sepenuhnya sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Dalam
beberapa kasus, sertifikasi lebih memberikan dampak pada aspek
kesejahteraan guru dibandingkan dengan perubahan yang signifikan dalam
praktik pedagogik.(Amelia et al. 2025) Masih ditemukan tenaga pendidik yang
belum optimal dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan
evaluasi, maupun mengembangkan inovasi pembelajaran di kelas. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi perlu diimbangi dengan sistem
pengawasan, evaluasi, dan pembinaan yang berkesinambungan dan objektif.

Tantangan lain yang muncul dalam implementasi undang-undang ini
adalah tingginya beban administratif yang harus dipenuhi oleh guru dan
dosen.(Sains 2022) Kewajiban pelaporan, pemenuhan administrasi
sertifikasi, serta tuntutan kinerja sering kali mengurangi waktu yang
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran atau
melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Apabila kondisi ini tidak disertai
dengan kebijakan yang lebih efisien dan terintegrasi, maka berpotensi
berdampak pada penurunan kualitas proses pembelajaran secara
keseluruhan.

Dari sisi perlindungan profesi, Undang-Undang Guru dan Dosen telah
memberikan kerangka hukum yang cukup jelas. Namun demikian, dalam
praktiknya, jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru dan
dosen belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Masih dijumpai kasus
kekerasan, tekanan sosial, serta kriminalisasi terhadap pendidik dalam
menjalankan tugas profesionalnya.(Muhammad 2021) Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan visi undang-undang memerlukan sinergi yang lebih kuat
antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa keberhasilan Undang-Undang
Guru dan Dosen sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam
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penyediaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD menjadi faktor
strategis dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan layanan
pendidikan.(Muhammad 2021) Tanpa dukungan anggaran yang memadai
dan dialokasikan secara tepat sasaran, tujuan Undang-Undang Guru dan
Dosen sulit diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara konseptual, visi dan misi Undang-Undang Guru dan Dosen telah
dirumuskan secara komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pendidikan
nasional. Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan tersebut masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya
dalam aspek pemerataan mutu pendidikan, penguatan pengawasan
profesionalisme tenaga pendidik, serta pengurangan beban administratif yang
dihadapi oleh guru dan dosen dalam praktiknya.(Nurfauzin Fikrial 2025)

3. Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan Nasional

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.(Prayoga,
Masruroh, and Safitri 2024) Profesionalisme tenaga pendidik mulai terbentuk,
tingkat kesejahteraan meningkat, serta kesadaran akan pentingnya
pengembangan keprofesian berkelanjutan semakin menguat dalam praktik
pendidikan. Namun demikian, agar dampak positif tersebut dapat
berlangsung secara berkelanjutan dan merata, diperlukan evaluasi kebijakan
secara berkala serta penguatan peran seluruh pemangku kepentingan
pendidikan nasional.

Dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, berkeadilan, dan
berorientasi pada peningkatan mutu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen berpotensi menjadi instrumen utama dalam
mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berdaya saing,
dan mampu menjawab tantangan global serta dinamika perubahan zaman
yang terus berkembang.(Pendidikan 2021) Upaya kolaboratif, berkelanjutan,
dan berbasis bukti empiris perlu diperkuat agar reformasi pendidikan
berjalan efektif dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

D. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen adalah kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk
meningkatkan profesionalisme guru sebagai dasar peningkatan kualitas
pendidikan nasional.(Pada, Sma, and Luwu 2022) Visi dan misi undang-
undang menegaskan peran guru dan dosen sebagai profesional yang memiliki
kompetensi, tanggung jawab moral, dan hak atas kesejahteraan dan
perlindungan hukum. Pemerintah berusaha meningkatkan sumber daya
manusia pendidikan dan proses pembelajaran yang lebih baik melalui
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kebijakan turunan seperti sertifikasi pendidik dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan. Namun, dampak kebijakan ini terhadap
peningkatan kualitas pembelajaran masih bervariasi karena pelaksanaannya
belum merata di seluruh wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang berarti
bahwa analisis yang dilakukan adalah normatif dan tidak didukung oleh data
empiris lapangan. Penelitian ini belum meninjau langsung pengalaman guru
dan dosen dalam menerapkan kebijakan Undang-Undang Guru dan Dosen.
Selain itu, penelitian ini tidak mempelajari secara menyeluruh perbedaan
dalam pelaksanaannya antarwilayah dan antarjenjang pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lebih lanjut harus dilakukan
dengan pendekatan empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk
melihat seberapa efektif penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen.
Penelitian lanjutan juga harus melihat dampak kebijakan ini terhadap
kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, karena rekomendasi
kebijakan yang dibuat harus kontekstual dan relevan.

kK%
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